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WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA SIBOLGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALI KOTA SIBOLGA,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga telah
ditetapkan susunan dan pembentukan perangkat daerah
Kota Sibolga;

. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan

Rumah Sakit Daerah yang dibentuk sebagai unit organisasi
bersifat khusus, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Kota Sibolga
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Kota Sibolga;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4.Undang-Undang...




Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601};

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran
Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA SIBOLGA.

Pasal I..




Pasal 1l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran
Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11

Daerah adalah Kota Sibolga.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pewakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kota.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang
disebut dengan nama lain adalah Perda Kota.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan,
dan mensejahterakan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya
disingkat DPRD Daerah Kota adalah DPRD Kota Sibolga.

Sekretariat Daerah Kota adalah adalah Sekretariat Daerah
Kota Sibolga.

Sekretariat DPRD Kota adalah Sekretariat DPRD Kota Sibolga.

. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Kota Sibolga.
12.
13.
14.
15.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Sibolga.
Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Sibolga.
Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Sibolga.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada Dinas atau Badan Daerah.

2.Ketentuarn...




Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD dibentuk wuntuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah
dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1)
terdapat UPTD di bidang pendidikan berbentuk satuan
pendidikan.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk satuan pendidikan formal dan non-formal.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdapat rumah sakit
umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta
pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat
fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) rumah sakit umum Daerah memiliki
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
Daerah serta bidang kepegawaian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi tugas
fungsi dan tata kerja rumah sakit umum Daerah dan pusat
kesehatan masyarakat diatur lebih lanjut dengan peraturan
Wali Kota.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang

terbentuk sebelum diundangkanya Peraturan Daerah ini tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Wali Kota tentang pembentukan UPTD.

6. Ketentuan...




6.

7.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh 3
(tiga) bidang Staf Ahli.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang nomenklatur, uraian tugas
dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah
diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat
dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Jabatan Perangkat Daerah Kota:

a.

b.

Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Il.a atau
jabatan pimpinan tinggi pratama;

Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Wali Kota,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan
jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama,;

Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu,
Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian,
Camat, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas
B merupakan jabatan eselon Ill.a atau jabatan
administrator;

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris
Kecamatan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan
eselon IIl.b atau jabatan administrator;

Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala
Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris
Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala
Subbagian pada Rumah Sakit Daerah dan Kepala Seksi
pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a
atau jabatan pengawas;

Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan
Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Subbagian pada
Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada
Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan
pengawas;

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk
satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru
atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat
kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional
tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

8. Ketentuan...




8. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 13

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Sibolga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kota Sibolga sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10
Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota
Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada
Pemerintah Kota Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada
Pemerintah Kota Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Sibolga;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2} Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kota Sibolga sebagaimana telah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga, masih tetap
berlaku.

(3) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi
perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Pasal IT...




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 17 Januari 2024

WALI KOTA SIBOLGA,
dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 17 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,
dto.
MHD. YUSUF BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 67

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA (3-34/2024)




